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3. Member idang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

/) (HKPD) telah sesuai dengan semangat yang terkandung di dalam Undang-Undang
Q Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Jblik

menurut asas

L

Prinsip me 3 ayat (3)

Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan
istimewa 2 Pasal 18 B ayat (1)

Prinsip badan perwakil an dipilih langsung dalam suatu pemilu 2 Pasal 18 ayat (3)




daya alam dan
than daerah dilaksanakan

secara ac dang Pasal 18 A ayat (2)

Q. Prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa = Pasal 18 B ayat (1)




32 Tahun 2004

san absolut
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a) politik I YU |si; e) moneter dan fiskal

nasional; dan f) agama. 2 Pasal 1¢ JU Nomor 32 Tahun 2004




INDONESIA
2022
CEMENTERAN EEVANGAN

KONSEPSI DESENTRALISASI FISKAL

Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu pemerataan
kesejahteraan di seluruh pelosok NKRI

Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah

DESENTRALISASI FISKAL

Kemampuan Keuvangan Yang Adil Dan Selaras Belanja Daerah Yang Berkuadlitas dan Sinergis

Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Khusus, Penganggaran Berkualitas Dana Abadi Daerah
Penyerahan pendanaan sesuai potensi i Insentif Fiskal &
Sebagian Urusan
Pemerintahan
Konkuren kepada

Daerah

Pemerataan
Kesejahteraan
Di Seluruh
Pelosok NKRI

: Pembiayaan
Dana Bagi Hasil . instrumen akselerasi

menutup vertical imbalance
: Dana Otsus,

Harmonisasi &
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menutup horizontal imbalance! ©
i pengakuan kekhususan
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Pengaturan lain fentang belanja doerah diatur UU 23 /2014
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berdasarkan UU

ara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Da un 2009 tentang Pajak Daerah

/) dan Retribusi Daerah.
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n horizontal

cema syariah,

4. Harmonisasi kek : a | merintah dan Daerah untuk

penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fis IC')
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KERANGKA PIKIR UU HKPD

INDONESIA
2022
EEMENTERAN KEUANGAN
REPUBUIK INDONESIA

UU HKPD didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan
dan kesejahteraan

UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA

PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH l PERBAIKAN KUALITAS

OUTPUT DAN OUTCOME

iw LAYANAN

MENINGKATKAN KAPASITAS FISKAL DAERAH
(PAD Meningkat, Transfer yang Berkualitas, Perluasan
Akses Pembiayaan)

4

MENINGKATKAN KUALITAS BELANJA DAERAH
: Belanja Fokus & Optimal

=

HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL PUSAT-DAERAH

PEMERATAAN LAYANAN
DAN KESEJAHTERAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 7
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elain it | memperkokoh persatuan

dan kesatuan bc laksanaan penyelenggaraan urusan

Pemerintah yang telah diserahkan ke daerah, serta menjaga kesinambungan

fiskal nasional.




yeraturan
ebih tinggi, tidak
ertent pak ekonomi biaya tinggi,

serta tidak me ah;

® Kebijakan DBH (dqhq bagi hasil) belum memberikan kepastian atas jumlah dan waktu
/> penyaluran, serta belum mendorong kinerja belanja daerah;
Q
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®* Pemanfaatan pemk m optimal oleh Daerah, antara lain

karena proses pelaksanaan pembiayaan yang tidak sederhana, skema pembiayaan ;
$

f yang dibatasi jangka waktu, dan varian pembiayaan yang belum luas, seperti belum

mengakomodasi pembiayaan syariah;




apasitas yang




laerah secara

dukung
penyelenggc f dan efisien sekaligus sebagai

.

perlu segera disusun undang-undang guna menata kembali kebijakan HKPD yang sesu

bentuk respon Pemerinta _ € yai dinamika yang ada. Dengan demikian,
J
O

dengan perkembangan kebutuhan hukum untuk mewujudkan tujuan otonomi yaitu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.




at (2)
an umum,
ra Pemerintah

1 adil dan selaras

~ berdasc gan keuangan diatur
dalam UU No.33 Tc asal 23A UUD NRI Tahun 1945
juga mengamanatkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan UU PDRD.




sekaligus

verikan kepastian

hukum serta n 3y undang-undang itu

sendiri sebagaimana me
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bahwa Pasal

42 ayat (2 tur “golf” inkonstitusional
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dan tidak meml ki

/;




rhun
an oleh

* Pe al anqn Publik,
beberapa jenis re n Po undang-undang tersebut
yang mengatur bahwa biaya /tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung

f) jawab negara sesuai peraturan perundang-undangan dibebankan kepada negara.
0O)
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Retribusi
hadap

sistem investasi dan
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®* Pasal 189 Ayat a 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan

angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
/) Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
O Indonesia Nomor 6573) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.







CAPAIAN DESENTRALISASI FISKAL

EEMENTERAN KEVANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Berbagai capaian desentralisasi fiskal selama 20 tahun terakhir telah menunjukkan berbagai kinerja positif dan ikut
berkontribusi dalam pencapaian kinerja nasional.

Keseniangon kemompuon keucmgon Indeks Pemerataan Keuangan Antar-daerah Rasio PDRD terhadap PDRB

antar daerah (theil index) menunjukkan 0.332
tren semakin berkurang, menurun 0,10 o 0288 o027

dari 0,332 (2016) menjadi 0,230 e
(2020).

Penerimaan pajak daerah terhadap

Produk domestik regional bruto dari

tahun 2016-2019 mengalami 2016 2017 2018 2019 2020 2019
peningkatan. (tahun 2020 menurun

karena pandemi covid-19).

g% ’ No Indikator 2001 2020
Pengelolaan administrasi keuangan Persentase LKPD dengan Opini WTP B e ndidikon

daerah semakin baik ditandai dengan - 89.5 APM SMP 66,90%" 80,12%

opini WTP yang terus naik. 69.7 758 APM SMA 44,84%" 61,25%
Kesehatan

Pelaksanaan otonomi dan Persalinan Tenakes 64,20% 95,16%
desentralisasi fiskal telah berkontribusi i Dot

Air Minum Layak 48,68% 90,21%
untuk perbaikan berbagai capaian Sonhast 34,30% 79.53%
layanan publik dasar dan Kesejahteraan

keseiohferaon % Penduduk Miskin 18,41% 10,19%
IPM 60,94~ 71,94




TANTANGAN DESENTRALISASI FISKAL

Meskipun telah menunjukkan kinerja-kinerja positif, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dihadapkan pada
berbagai tantangan.

FEMENTERAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pemanfaatan TKDD Struktur belanja daerah Local tax ratio masih Pemanfaatan pembiayaan Sinergi fiskal pusat -
yang belum optimal yang belum memuaskan cukup rendah yang masih terbatas daerah yang belum optimal

* Sebagian besar DAU * Program & kegiatan Meski penerimaan Pemanfaatan KPBU Masih terjadi mismatch
digunakan untuk belum fokus (29.623 PDRD mengalami masih terbatas antara program pusat dan
belanja pegawai program dan 263.135 peningkatan namun Total pinjaman daerah daerah, misal KPBU SPAM
(30%-65%) kegiatan) local tax ratio tertekan di Indonesia sangat Umbulan terkendala karena
Ketergantungan Dominasi belanja di angka 1,2% pada rendah (0.049% PDB) pemda belum membangun
daerah terhadap pegawai (32,4%) tahun 2020 akibat dibandignkan rata-rata sambungan ke masyarakat.
DAK sebagai salah Belanja infrastruktur pandemi pinjaman daerah di
satu sumber belanja sangat rendah (11,5% ) negara berkembang
modal sebesar 5% PDB (2000);
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IPM AKSES AIR MINUM LAYAK APM SMP

Tertinggi Tertinggi Tertinggi
BELUM MERATA NYA LAYANAN * Kota Yogyakarta: 86.61 * Kota Magelang: 100% * Kab Humbang Hasundutan: 20,38%

Terendah Terendah Terendah
PUBLIK ANTAR DAERAH * Kab. Nduga: 31.55 * Kab. Lanny Jaya: 1.06% * Kab. Intan Jaya: 15.94%

Nasional: 71.94 Nasional: 89.27% Nasional: 80.02%

Sumber: BPS (2019-2020)
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®* UU HKPD sesuai seAr‘h‘qrrga to | ebagai strategi percepatan pemerataan dan

peningkatan kesejahteraan.
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